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Abstrak
Permasalahan tentang pemalsuan merek oli saat ini banyak terjadi di kalangan konsumen oli kendaraan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Didin selaku pemilik bengkel Sinar Jaya Motor, saat ini banyak produsen oli bekas yang curang dengan cara menjual oli bekas yang diolah kembali dan dijual menyerupai merek oli yang asli. Seiring dengan bertambahnya jumlah volume kendaraan bermotor tingkat kebutuhan oli kendaraan juga semakin meningkat namun peredaran oli juga semakin marak dan beragam jenisnya. Penelitian ini bertujuan  mengkaji tentang penanganan pihak kepolisian dalam tindak pidana pemalsuan merek oli serta penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan merek oli serta untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menangani penyidikan tindak pidana pemalsuan merek oli. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik analisis deskriptif dengan cara dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan penanganan pihak kepolisian dalam hal ini masih belum menjemput bola, hanya menunggu aduan dari pihak yang dirugikan. Kepolisian melakukan tindakan ataupun sosialisasi mengenai hak merek penyalahgunaan oli bekas termasuk melanggar Pasal 100 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2016 ayat (1) tentang merek. Kendala-kendala yang dihadapi yakni didalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang merek di antaranya kurangnya sosialisasi Undang-undang merek serta belum cukup tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek. Upaya mengatasi hambatan hukum dalam kasus pemalsuan merek oli dilakukan oleh pihak kepolisian serta melakukan tindakan jemput bola dan ditunjang kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam bidang merek yakni Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
 Kata kunci: Tindak pidana,  Pemalsuan, Merek, Oli.
Abstract

The problem of counterfeiting oil brands currently occurs among vehicle oil consumers. Based on interviews conducted by researchers with Mr. Didin as the owner of the Sinar Jaya Motor workshop, currently many used oil producers are cheating by selling used oil that is reprocessed and sold like the original oil brand. Along with the increase in the volume of motorized vehicles, the level of demand for vehicle oil is also increasing, but the circulation of oil is also increasingly widespread and of various types. This study aims to examine the handling of the police in the crime of oil brand counterfeiting and this research is to find out the obstacles faced by the police in dealing with the crime of oil brand counterfeiting and to find out the police's efforts in handling the investigation of the oil brand counterfeiting crime. This research is a qualitative research with a sociological juridical approach and descriptive analysis techniques by means of documentation and interviews. The results of the study show that the handling of the police in this case still has not picked up the ball, just waiting for complaints from the aggrieved party. The police take action or socialize the brand rights for the misuse of used oil, including violating Article 100 of Law No. 20 of 2016 paragraph (1) concerning brands. The obstacles faced are in the implementation of legal protection for brand holders, including the lack of socialization of the trademark law and not enough action among law enforcement officers in dealing with trademark infringement. Efforts to overcome legal obstacles in cases of forgery of oil marks are carried out by the police and take action to pick up the ball and are supported by cooperation with competent parties in the field of trademarks, namely the Directorate General of Intellectual Property Rights.
Keywords: Brand, Counterfeit, Crime, Oil.
PENDAHULUAN

Tindakan kegiatan pemalsuan merek yang mencoba meraih keuntungan dengan memanfaatkan merek terkenal tersebut melanggar hukum, norma kesusilaan dan melanggar etika bisnis (Keraf, 1993). Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril yang tak dapat memberikan apapun secara fisik dan hal Inilah yang membuktikan bahwa mereka itu merupakan hak kekayaan immateril (Saidin, 2002). Suatu produk bisa terbilang baik atau tidaknya tergantung pada merek. Bahkan tidak mustahil merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, akan ada yang meniru atau diikuti, bahkan mungkin dipalsu oleh produsen lain yang, melakukan persaingan curang. Dalam hal ini dipalsukan adalah merek dan produk oli tersebut. 
Oli bekas industri relatif lebih bersih dan mudah dibersihkan dengan perlakuan sederhana, seperti penyaringan dan pemanasan. Oli hitam berasal dari pelumasan otomotif (Rahardjo, 2009). Sedangkan, pada bengkel yang bernama “Sinar Jaya Motor” atau lebih dikenal dengan (SJM) terletak di Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan penulis mendapati bahwa adanya penyalahgunaan oli kendaraan bekas yang diolah kembali dan di kemas menggunakan kemasan dari oli yang telah mendapat izin produk merek ternama hal tersebut telah melanggar Pasal 100 UU 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
 Pada bengkel tersebut berbagai macam oli dijual namun yang original ditempatkan pada etalase paling luar sehingga terlihat bahwa produk oli tersebut original namun sebenarnya pihak bengkel tidak memberikan oli yang original pada saat penggantian, sehingga terkesan terdapat juga unsur pemalsuan pada konsumen atau pembeli. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 90 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang berisi : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Hakikat merek itu sendiri juga harus memiliki daya pembeda tidak boleh sama dengan yang lain ataupun menyerupai yang aslinya (Fuady, 2012). Merek yang tidak terdaftar tidak dilindungi oleh hukum. Dalam UU No.20 Tahun 2016 yang berisi “Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: 

a.
Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
b.
Memilik daya pembeda;
c.
Tidak merupakan merek yang telah menjadi milik umum;
d.
Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Proses penyidikan tindak pidana pemalsuan merek oli sepeda motor, sebagaimana modus pelaku melakukan pemalsuan di wilayah hukum Kepolisian Resort Lamongan. Sales yang dikirim sebuah perusahaan penjual oli sepeda motor yang menyerupai produk aslinya yang telah dijual di bengkel SJM yang dimiliki oleh Bapak Didin, sebagaimana perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut dilakukan untuk meraih keuntungan dari hasil pemalsuan oli sepeda motor. 


Tidak jarang pihak kepolisian memberikan upaya menangani tindak pidana pemalsuan terutama merek oli dengan sosialisasi dan himbauan kepada para pedagang barang-barang palsu yang ada di wilayah Hukum Kabupaten Lamongan. Sebaiknya menjual barang original sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang akan didapatkan oleh pemilik Merek dan konsumen. Sebagaimana untuk menentukan telah terjadi suatu tindak pidana dibidang merek, perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan. Upaya mengatasi hambatan hukum dalam kasus pemalsuan merek oli sepeda motor harus  dilakukan oleh pihak kepolisian serta perlu ditunjang adanya kerja sama dengan pihak yang yang berkompeten dalam bidang merek (HAKI), dari segi penanganan lebih sering melakukan sosialisasi terhadap para pelaku pemilik usaha bengkel motor sehingga dapat meminimalisir pelanggaran dalam kasus pemalsuan merek.

Berdasarkan uraian kerugian yang diderita konsumen, produsen akan kehilangan jaminan (kepercayaan atau reputasi) atas kualitas barang yang telah dibeli oleh konsumen. Perbuatan pihak lain (pihak ketiga) yang menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, menurut Pasal 94 ayat (2) UU No.15 Tahun 2001 selanjutnya disebut UU Merek adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk jenis pelanggaran. Dalam ketentuan pidana UU Merek hanya mengenal jenis perbuatan pelanggaran merek dan tidak mengenal kejahatan merek. 
Sebagaimana dalam Pasal 95 UU Merek dengan jelas ditentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan. Implikasi dari delik aduan berarti bagi pihak Kepolisian sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Maka, dapat dirumuskan permasalahan yaitu apa kendala pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan merek oli dan apa upaya untuk menangani tindak pidana pemalsuan merek oli di Kabupaten Lamongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan merek oli dan bagaimana upaya pihak Kepolisian Polres Lamongan dalam menangani penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan merek oli.
METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan penelitian terhadap hukum sebagai law in action selanjutnya, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kepolisian Resort Lamongan dan bengkel sinar jaya motor. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak IPDA Arif Setiawan, S.H selaku Kanit II dan Bapak Didin selaku pemilik bengkel Sinar Jaya Motor (SJM). Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, website yang terkait penelitian (Purwaningsih et al., 2017).
Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dengan informan dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian, dan verifikasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian yang telah dilakukan akan menghasilkan sebuah data, data tersebut harus sesuai dengan kondisi dan objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat di pertanggung jawabkan (Muhammad, 2004).
HASIL  DAN PEMBAHASAN

 Kendala Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Merek Oli di Kabupaten Lamongan
Perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan orang-orang yang ikut memanfaatkan ketenaran dari merek yang sudah banyak di kenal masyarakat dan yang paling cepat laku dipasaran. Tindakan kegiatan yang mencoba meraih keuntungan dengan memanfaatkan merek terkenal tersebut melanggar hukum, norma kesusilaan dan melanggar etika bisnis (Keraf, 1993). Merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat serta sebagai dasar pertimbangan tersebut, maka diperlukan undang-undang atau peraturan tentang merek guna memberikan peningkatan pelalayanan bagi masyarakat (SUPRANATA & Amirudin, 2019). Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril yang tak dapat memberikan apapun secara fisik dan hal Inilah yang membuktikan bahwa mereka itu merupakan hak kekayaan immateril (Hanuka, n.d.)
Merek pada hakikatnya adalah mempunyai daya pembeda tidak dapat sama dengan yang lain atau bersamaan ataupun serupa termasuk menjadi kurang terang atau kabur. Merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar sesuai dengan daftar yang ada di badan Hak kekayaan intelektual serta permintaan atau permohonan pemilik merek, merek yang tidak terdaftar dan tidak dilindungi oleh hukum. Adapun persyaratan berkenaan dengan merek ini adalah sebagai berikut: (SUPRANATA & Amirudin, 2019)
1. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;

2. Memiliki daya pembeda;

3. Tidak merupakan merek yang telah menjadi milikumum;
4. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan
dengan barang atau jasa yang  dimintakanpendaftaran.
Ketentuan pidana hanya mengenal jenis perbuatan pelanggaran merek dan tidak mengenal kejahatan merek. Sebagaimana dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan jelas ditentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 merupakan delik aduan. Implikasi dari delik aduan berarti bagi pihak Kepolisian sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain jika tidak ada yang mengadu  maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat Polisi dapat saja mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum.
 
Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Bapak IPDA Arif Setiawan, S.H selaku Kanit II Reserse Kriminal dan Intelijen Polres Kabupaten Lamongan dan pemilik bengkel SJM Bapak Didin ini adalah Dalam proses penindakan yang dilakukan pihak kepolisan mendapat beberapa laporan atau aduan dari masyarakat mengenai pemalsuan yang terjadi di Kabupaten Lamongan diantaranya pemalsuan merek benih jagung dan pemalsuan oli bekas. Pemalsuan oli bekas di Kabupaten Lamongan masuk ke laporan kepolisian sekitar tahun 2019 yang dilaporkan oleh warga Lamongan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan merek oli yang terjadi di Kabupaten Lamongan  yaitu diantaranya karena faktor barang tersebut laku dipasaran dan mempunyai banyak peminat, serta adannya keinginan pelaku atau pemilik bengkel untuk memperoleh keuntungan yang besar dari penjualan dengan memakai merek terkenal tersebut. 
Modus yang dilakukan oleh pemalsu merek dalam melakukan tindak pidana adalah dengan cara membuat produk tersebut menyerupai produk asli, memperdagangkan barang hasil pemalsuan merek dengan harga yang lebh murah dengan harga aslinya sehingga para konsumen atau masyarakat umum dengan mudahnya tertarik membeli produk tersebut.
Bentuk penanganan yang dilakukan pihak kepolisian yakni melakukan tindakan dengan menerima laporan resmi dari konsumen yang dirugikan yakni melakukan proses pemeriksaan (pelapor, saksi), melakukan penyitaan barang bukti berdasarkan hasil temuan lapangan dari kasus tersebut, melakukan pelimpahan berkas ke kejaksaan Kabupaten Lamongan, melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. 
Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani terjadinya tindak pidana pemalsuan merek yaitu terbatasnya delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari ahli, proses penyelesaian perkara di kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi, saksi dan tersangka tidak di tempat atau tidak diketahui keberadaannya, belum tersedia secara memadai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas yang mendukung penegakan hukum pemalsuan merek, dari pemerintah sendiri kurangnya sosialisasi dan keterbatasan pegawai dalam pendampingan para pengusaha dalam melaksanakan pendaftaran merek.
Permasalahan kali ini penulis ingin membahas tentang kasus tindak pidana merek, pihak pemilik merek asli jelas dirugikan dengan adanya merek tiruan/palsu yang sama dengan pemilik merek asli, sehingga hal tersebut berdampak pada penilaian konsumen akan barang-barang yang diperjual-belikan di pasaran. Adanya pelanggaran terhadap hak merek maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi para pemilik merek barang terdaftar. 
Karena para pemilik merek ini untuk dapat memperoleh hak sebagai pemilik merek barang terdaftar dan untuk memperkenalkan atau mempromosikan mereknya kepada masyarakat luas tentu sangat memerlukan biaya yang banyak. Selain itu pemilik merek harus mampu menjaga kualitas usahanya agar tetap dipercayai oleh masyarakat luas khususnya para konsumen. Sehingga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak merek tertentu akan sangat mengecewakan dan merugikan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara jujur menggunakan merek untuk usahanya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dari perbuatan-perbuatan hukum. Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 




Pemalsuan merek berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah penggunaan merek  yang sama pada keseluruhan, artinya tidak terdapat perbedaan sama sekali antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga sulit membedakannya. Sementara yang dimaksud dengan sama, dijelaskan pada penjelasan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan persamaan pada kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan lainnya yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsure-unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 
Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar  pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya.
 
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya adalah merumuskan pada perbuatan tertentu yang ditujukan pada produk yang berhubungan dengan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia maka pidananya lebih ditambahkan atau diperberat sebagaimana yang diatur dalam pasal sebelumnya.



Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, lebih mengamanatkan pemberian perlindungan kepada orang yang merasa berhak atas merek. Dengan jalan melarang pemakai merek secara tidak sah oleh orang berupa pemakai merek itu seluruhnya atau pada pokoknya menyerupai merek dari yang berhak itu pada barang yang sejenis. Sebagaimana unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.
Setiap orang;

2.
Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk;

3.
Diketahui atau patut diduga;

4.
Mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana.
Sifat delik aduan terdapat orang yang mengadu atau pengadu dapat mencabut aduannya bukan laoprannya. Kepentingan seseorang dalam delik aduan berhak membuat pengaduan dikarenakan sangat dirugikan jika perkara itu disidangkan dibandingkan dengan kerugian kepentingan umum. Sedangkan kepentingan umum dalam hukum pidana (hukum publik) lebih diutamakan, tidak tergantung pada orang yang menderita akibat suatu delik, tetapi pada dasarnya dibebankan atau ditugaskan oleh undang-undang kepada penguasa karena jabatannya berwenang untuk itu. Penggunaan delik aduan dalam Undang-Undang Merek dimungkinkan karena pembentuk undang-undang menilai jauh lebih penting melindungi kepentingan kebutuhan keluarga dalam masyarakat ketimbang melindungi hak milik di tengah masyarakat. 



Dalam rangka penyelesaian pelanggaran terhadap kekayaan intelektual khususnya merek tersebut bisa menggunakan jalur non litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi yaitu seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli (pemberian pendapat hukum), dan arbitrase. Sedangkan, jalur litigasi ialah melalui pengadilan niaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia baik itu hukum perdata, hukum pidana, maupun sanksi lain yang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 pasal 1 ayat 10, dalam Undang-Undang mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengindikasikan bahwa sengketa bisa saja diselesaikan melalui jalur peradilan atau jalur peradilan alternatif (litigasi atau non litigasi). Alternatif ini banyak diberikan terutama pada sengketa yang masuk ke dalam kasus perdata.
Upaya Kepolisian Resort Lamongan dalam menangani Pemalsuan merek oli yang terjadi di Kabupaten Lamongan
Upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan merek oli yang berdasarakan hasil wawancara, walaupun tindak pidana pelanggaran hak merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek merupakan delik aduan, akan tetapi hal itu tidak menghalangi para aparat kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan pelanggaran merek, upaya tidak jarang pihak kepolisian memberikan sosialisasi dan himbauan kepada para pedagang barang-barang palsu yang ada di wilayah hukum Kabupaten Lamongan untuk sebaiknya menjual barang original sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang akan didapatkan oleh pemilik merek dan konsumen. sebagaimana untuk menentukan telah terjadi suatu tindak pidana dibidang merek, perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan.

Petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Setelah didapat keterangan dan bukti permulaan yang kurang cukup, maka harus dilakukan terlebih dahulu penyelidikan yang lebih lanjut dan perlu dikeluarkannya surat perintah penyelidikan untuk mendapatkan bukti bahwa laporan tersebut adalah suatu tindak pidana.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara, perlu melakukan berbagai upaya penanggulangan atas kejahatan atau pelanggaran merek melalui upaya penegakan hukum dengan melakukan penyidikan dan investigasi. POLRI diharapkan untuk senantiasa berupaya melakukan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang ada melalui kegiatan penyidikan kejahatan merek. Pemerintah juga dituntut untuk segera memperbaiki kualitas baik perangkat hukum maupun aparat penegak hukum (law enforcer) demi menjamin kepastian hukum dan menjaga martabat bangsa di mata investor. Disamping itu, masyarakat hendaknya belajar untuk mencintai produk asli dalam negeri yang lebih murah dan membuang jauh-jauh gengsi atau bangga dengan barang-barang bermerek luar negeri. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dibidang merek terutama merek oli dilakukan upaya sebagai berikut :
Kewenangan yuridis (kompetensi) kepolisian dan kejaksaan untuk mendeteksi sekaligus melakukan upaya penanggulangan baik secara preventif maupun secara represif serta berwenang untuk bertindak lebih dahulu apabila terjadi tindak pidana pemalsuan merek. Mengkrirminalisasi tindak pidana pemalsuan merek yang belum terakomodir didalam hukum positif merek maupun hukum pidana positif dengan menempuh cara evolusioner dan kompanis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya di ikuti cara evolusioner dan komponis (Fitri, n.d.). Dalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikuti cara evolusioner dan komponis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikuti denda yang tinggi dan tindakan-tindakan administratif maupun keperdataan guna mengamankan dan mewujudkan ketertiban, perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat. 

Upaya mengatasi hambatan hukum dalam kasus pemalsuan merek oli sepeda motor harus  dilakukan oleh pihak kepolisian serta perlu ditunjang adanya kerja sama dengan pihak yang yang berkompeten dalam bidang merek (HAKI), dari segi penanganan lebih sering melakukan sosialisasi terhadap para pelaku pemilik usaha bengkel motor.
PENUTUP

Simpulan
Kendalanya adalah pihak kepolisian belum mendapatkan adanya laporan yang masuk dari konsumen yang dirugikan.
Proses penyelesaian perkara selalu tidak ada kejelasan serta transparansi dan kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek serta masyarakat tidak menghiraukan atau tidak peduli bahwa barang yang mereka beli merupakan barang yang bukan asli atau yang dipalsukan.
Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan beberapa cara, yakni menyelenggarakan seminar pelatihan tentang pendaftaran merek, penyuluhan pengetahuan mengenai merek kepada para pelaku usaha, melakukan pengarahan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha untuk tidak menjual  produk oli yang palsu, mengadakan razia secara rutin di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai tempat usaha, memperketat peredaran terhadap produk-produk oli kendaraan yang beredar dipasaran,  dan masyarakat saling bekerjasama dalam memberantas pelanggaran pemalsuan merek.
Saran

Kepolisian diharapkan dapat melakukan penegakan hukum tidak hanya menunggu laporan masuk tetapi harus bergerak menjemput bola terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek dengan bentuk penanganan yang lebih maksimal dan menyeluruh.

Masyarakat dan para pengusaha turut membantu memberantas tindak pidana pemalsuan merek oli kendaraan, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari adanya praktik peredaran oli kendaraan palsu.
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